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1. Membaiknya 
ketersediaan 
infrastruktur dasar. 

1. Proporsi Panjang 
Jalan Kabupaten 
dalam kondisi 
baik 

Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga, 
Pengairan dan 
Sumberdaya Mineral 

    2. Jumlah Jembatan 
Kabupaten dalam 
kondisi baik 

Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga, 
Pengairan dan 
Sumberdaya Mineral 

    3. Rumah Tangga 
pengguna Air 
Bersih 

Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga, 
Pengairan dan 
Sumberdaya Mineral 

    4. Rumah Tangga 
Bersanitasi 

Dinas Pekerjaan 
Umum Bina Marga, 
Pengairan dan 
Sumberdaya Mineral 

    5. Jumlah Rambu 
Pendahuluan 
Penunjuk Jalan 
(RPPJ) 

Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika 

    6. Persentase 
Penanganan 
Sampah 

Dinas Pekerjaan 
Umum, Cipta Karya, 
Tata Ruang dan 
Perumahan 

2. Berkembangnya 
Perekonomian Daerah 

7. Penguatan 
Cadangan Pangan 
 

Badan Ketahanan 
Pangan, Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan 
dan Kehutanan 

  8. Pola Pangan 
Harapan (PPH) 

Badan Ketahanan 
Pangan, Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan 
dan Kehutanan 

  9. Produksi Padi Dinas Pertanian dan 
Peternakan  

    10. Produksi Jeruk Dinas Pertanian dan 
Peternakan  

    11. Produksi Daging 
Sapi 

Dinas Pertanian dan 
Peternakan  

    12. Konsumsi daging 
per kapita per 
tahun 

Dinas Pertanian dan 
Peternakan  
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    13. Produksi 

Perikanan Laut 
Dinas Kelautan dan 
Perikanan 

    14. Produksi Ikan 
Budidaya 

Dinas Kelautan dan 
Perikanan 

    15. Produksi 
perikanan 
perairan umum 

Dinas Kelautan dan 
Perikanan 

    16. Luas Tanaman 
Karet 

Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan 

    17. Luas Tanaman 
Kelapa Dalam 

Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan 

    18. Luas Tanaman 
Sawit 

Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan 

    19. Jumlah Produksi 
Karet 

Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan 

    20. Jumlah Produksi 
Kelapa Dalam 

Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan 

    21. Jumlah Produksi 
Sawit 

Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan 

    22. Pertumbuhan 
Industri Formal 

Dinas Koperasi, 
Usaha Mikro, Kecil, 

Menengah, 
Perindustrian dan 

Perdagangan 
    23. Pertumbuhan 

Industri Non 
Formal 

Dinas Koperasi, 
Usaha Mikro, Kecil, 

Menengah, 
Perindustrian dan 

Perdagangan 
    24. Persentase 

Koperasi Aktif 
Dinas Koperasi, 

Usaha Mikro, Kecil, 
Menengah, 

Perindustrian dan 
Perdagangan 

    25. Jumlah Investor 
berskala Nasional 
(PMDN/ PMA) 

Badan Penanaman 
Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu 
    26. Tingkat 

Partisipasi 
Angkatan Kerja 

Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 

Transmigrasi & SKPD 
terkait_BPS 

    27. Penanganan 
Penyandang 
Masalah 
Kesejahteraan 
Sosial 

Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 

Transmigrasi & SKPD 
terkait_BPS 

    28. Persentase 
Penduduk di atas 
Garis Kemiskinan 

Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan 

Transmigrasi & SKPD 
terkait_BPS 
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      PDRB Perkapita : 
 

    29. - Harga Berlaku SKPD terkait 

    30. - Harga Konstan 
2000 

SKPD terkait 

      Pertumbuhan 
Ekonomi :  

    31. - Pertumbuhan 
Ekonomi 

SKPD terkait 

    32. - PDRB Harga 
Berlaku SKPD terkait 

    33. - PDRB ADHK 
2000 

SKPD terkait 

3. Meningkatkan Derajat 
Kesehatan Masyarakat, 
Kebudayaan, 
Pariwisata, Pemuda, 
Olah Raga serta 
pemberdayaan 
perempuan, KB dan 
anak 

34. Jumlah Kasus 
Kematian Bayi 
(Berumur kurang 
1 tahun) pada 
satu tahun 
tertentu 

Dinas Kesehatan 

  35. Jumlah Kasus 
Kematian Ibu 
Melahirkan 

Dinas Kesehatan 

  36. Persentase Balita 
Gizi Buruk 

Dinas Kesehatan 

4. Meningkatkan Derajat 
Pendidikan 
Masyarakat 

37. Angka Melek 
Huruf (umur 15-
59 tahun) 

Dinas Pendidikan 

  38. Angka rata - rata 
lama sekolah 

Dinas Pendidikan/ 
BPS 

   39. Angka Partisipasi 
Sekolah 
Pendidikan Dasar 
SD 

Dinas Pendidikan 

   40. Angka Partisipasi 
Sekolah 
Pendidikan Dasar 
SMP 

Dinas Pendidikan 

    41. Angka Partisipasi 
Sekolah 
Pendidikan 
Menengah 

Dinas Pendidikan 

    42. Angka Putus 
Sekolah (APS) 
SD/Mi 

Dinas Pendidikan 

    43. Angka Putus 
Sekolah (APS) 
SMP/ MTs 

Dinas Pendidikan 
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    44. Angka Putus 
Sekolah (APS) 
SMA/ SMK/ MA 

Dinas Pendidikan 

    45. Angka 
Melanjutkan (AM) 
dari SD/ MI ke 
SMP/ MTs 

Dinas Pendidikan 

    46. Angka 
Melanjutkan (AM) 
dari SMP/ MTs ke 
SMA/ SMK/ MA 

Dinas Pendidikan 

    47. Jumlah Guru 
yang memenuhi 
kualifikasi S1/ 
D-IV 

Dinas Pendidikan 

5. Meningkatkan 
kemampuan 
melakukan Reformasi 
Birokrasi dan Tata 
Kelola Pemerintahan 

48. Persentase 
pejabat struktural 
yang telah 
mengikuti diklat 
kepemimpinan 

Badan Kepegawaian  
Daerah 

  49. Struktur Jabatan 
dan Eselonering 
yang terisi 

Badan Kepegawaian  
Daerah 

    50. Rata - Rata Lama 
Proses Perizinan 

Badan Penanaman 
Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu 

    51. Jumlah Izin Badan Penanaman 
Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu 

    52. Jumlah 
penduduk yang 
memiliki Kartu 
Keluarga 

Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

    53. Jumlah 
penduduk yang 
memiliki KTP-EL 

Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

    54. Jumlah 
penduduk yang 
memiliki Akta 
Catatan Sipil 

Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

6. Meningkatkan 
kesadaran hukum 

55. Frekuensi 
sosialisasi 
peraturan 
perundang-
undangan dan 
peraturan daerah 
yang berlaku 

Sekretariat Daerah 
Bagian Hukum 

7. Menciptakan stabilitas 
keamanan dan 
ketertiban masyarakat 

56. Tingkat 
penyelesaian 
pelanggaran 
hukum 

Satuan Polisi  
Pamong Praja 
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8. Meningkatkan kualitas 
kehidupan beragama 

57. Peningkatan 
Jumlah dan 
Kualitas 
Penyuluh dan 
Bimbingan 
Keagamaan 

Sekretariat Daerah 
Bagian Kesejahteraan 
Rakyat 

    58. Pembinaan dan 
pengembangan 
lembaga-lembaga  
keagamaan 

Sekretariat Daerah 
Bagian Kesejahteraan 
Rakyat 
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